
PENDELEGASIAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

(PPS) DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR:  40/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENDELEGASIAN

REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGAI

JAMBAT KECAMATAN SADU KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SADU

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  BUPATI  DAN

WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

ABSTRAK :     Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 36/PP.04.2-BA/l507/KPU-

Kab/III/2020 tentang Penundaan dan Perpanjangan Rekrutmen Calon

Anggota  PPS  Desa  Sungai  Jambat  Kecamatan  Sadu  Pemilihan

serentak Tahun 2020 bahwa KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

melakukan Penundaan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon

Anggota  PPS  untuk  Desa  Sungai  Jambat  Kecamatan  Sadu  karena

tidak terpenuhinya jumlah Anggota PPS yang dibutuhkan;

Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  diatas,

perlu  menetapkan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten

Tanjung  Jabung  Timur  tentang  Pendelegasian  Rekrutmen  Calon

Anggota PPS Desa Sungai  Jambat Kecamatan Sadu Kepada Panitia

Pemilihan  Kecamatan  Sadu  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil

Gubernur  Jambi,  Bupati  dan  wakil  Bupati  Tanjung  Jabung  Timur

Tahun 2020 belum terpenuhinya jumlah PPS yang dibutuhkan.

Dasar  Hukum  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten

Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-



Undang Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2015  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Nomor  5656)  sebagaimana  telah  beberapa  kali

diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan

Walikota  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2016  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan  Komisi  Pemilihan  Umum/Komisi  Independen  Pemilihan

Kabupaten/Kota,  Pembentukan  Tata  Kerja  Panitia  Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau  Walikota  dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan

Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3

Tahun  2015  tentang  Tata  Kerja  Komisi  Pemilihan  Umum,  Komisi

Pemilihan  Umum Provinsi/Komisi  Independen Pemilihan  Aceh,  dan

Komisi  Pemilihan  Umum/Komisi  Independen  Pemilihan

Kabupaten/Kota,  Pembentukan  dan  Tata  Kerja  Panitia  Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  dan/atau Walikota  dan



Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1498); Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  20l9

tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia  Tahun  20l9  Nomor  905)  sebagaimana  diubah  terakhir

dengan Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  1511);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/

2020 tentang  Pedoman  Teknis  Pembentukan  Panitia  Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  Tanjung

Jabung  Timur  Nomor 40/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2020

diatur tentang : 

Pendelegasian Rekrutmen Calon Anggota PPS Desa Sungai Jambat

Kecamatan  Sadu  Kepada  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  Sadu

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan

Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

CATATAN :    Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Maret 2020



 


